
(Lernbaran Negara Republik Indonesia :ah,un .1959 Nomor 

. 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
I 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
I ' 

1959 tentang 
I 

1. U.ndang-Undang, Nomor 29 Tahun Mengingat ' 

perangkat . daerah perlu didorong _ dengan pelaksanaan, 
I ' -· I 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanju t hasil 
' 

pengawasan Aparat Pengawas· Internal ;Pemerintah (APIP) 

Daerah; 
b. bahwa Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan 

I • 

I tindak lanjut hasil pengawasan APIP Daerah dan untuk 

meningkatkan efe'ktivitas dan efisiensi' tindak lanjut hasil 
'' f • : • 

pengawasan APIP diperlukan koerdinasi da:n standarisasi 
' . 

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Daerah; 
I I I • • . 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana , dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Srandar •Opetasional Prosedur Penyelesaian 
' 

Tindak Lan jut Hasil ,'. 'Pengawasan Inspektorat Daerah 
' I I 

I , 

terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang 
I ' ' . 

Mongondow; ' 1 

I I 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

a. bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Menimbang 

DENGAN :RAHMAT TUHAN YANG MAHA 
0ESA 

I, 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

I 

TENT ANG 

ST,A.NDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENYELE$AIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH 
. I I 

TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAER.AH 
I 

PERATURAN BUPATI f?OLAANO MONGONDOW 
NO MOR 06 TAHUN 2018 1 • 

' I ' I 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINSI SULAWESI,UTARA 

' ' 

' I 

• 
' 

' . . ' ,. 
~ .. .,. 



t f 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
l I 

I ti' I: 
I I. 
' 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); · 
I 
I 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 60 tahun 2008 ten tang Sis tern 
I 

Pengendalian Interen Pernerintah (Lembaran Negara 
I 

Republik Indonesia Tahun 2008 . Nomor 127 Tambahan 
I • 

' Lembaran Negara Republik rt\ctonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah No~or 38 tahun , 2016 ten tang 
f I 

Tuntutan Ganti Rugi; 
9. Peraturan Pernerintah Nom01~ 12 Tahun 20 I 7 ten tang 

I I 

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahaan (Lembaran , Negara · Republik Indonesia, 

I I I 

Peraturan Tahun 2014 Nom01;· 292, Tarnbahan Lernbaran 
' I f I 

6. 

I 

58, Tantbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
' . ' 

5679); 
. I 

Nomor 23 Tahun . 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
I . 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201;5 Nomor 

I 5234); 
5. Undang-Undang . Nomor . 23 Tahun. 20"14 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negcva Republrk'Indonesia 
I 

Tahun 2014 Nomor . 224, Tambahan Lembaran Negara . 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

I 
beberapa kali terakhir dengan, yn~ang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

I 

I 

Tambahan Lembaran Negara Republik l Indonesia Nomor 

4400); I I I 

I t ,, I 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan ' (Lembaran 

' I 

Negar~ Republik Indo~esia Tahun 2011 Nom01~ 82, 
I I 

I 
4. 

Undang-Undang Nomor 15 -tahun '2004 tentang Pengawasan 
'. Pengelolaan dan I Tanggung ' Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o'4 Nomor 66 
• I ' I 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3. 

2. Undang-Undang Nomor ,· 28 Tahun 1999 tentang 
. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

' . ' 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia . ' 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

I I 

' I • 

. ' 



1' 

) ,. 
MONGONDOW. 

i MEMUTUSKAN .: 
I . 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAb 

PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK • 1 LANJUT .' HASIL 
' 

PENGAWASAN 'INSPEKTORAT 
11 

DAERJ\H TERHADAP 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABU~ATEN BOLAANG 
I I 

I 

I 

18. Peraturan Bupati ,Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 

2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Dq.11a Desa; 
I 

I ' 

16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Noinor 7 Tahun 2016 
. I . I I ' 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/uasa Di Desa 
I 

17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nornor 28 Tahun · 
. . . I 

20 lo ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A 

Kabupaten Bolaang Mongondow: 

I 
. APIP;' 

I 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

42 Tahun 2011 tentang , Penyusunan Ikhtisar Laporan 

Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; . . 
13. Peraturan Menteri Dalam ·Negeri Nomor 'so Tahun 2015 

' · tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
' .Republik Indonesia Tahun 201$ Nomor 2036); 

. . I I 

14. Peraturan Menteri -Dalam Negeri Nomor 110 'Tahun 2017 
I I I I 

tentang Kebijak8ft Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Tahun 2018; 
I I I 

15. Perat\lran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 

Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
I ' 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow {Lembaran Daerah 
I I ' Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 20'.16 Nomor 14); 

I 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, 
' I 

Evalulasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

I 

Keuangan Daerah. 

f 

tentang Pedoman ,~Pieingelolaan Keuangan Daerah 
I 

sebagaimana telah diubah beberapa: kali terakhir dengan 
I • • 

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 . . . 
I • 

tentang Perubahan Atas Peraturan · Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

--- --------------, 

• 

' 
' 

• I I 



I I 

... I • I 

Indonesia; 
11. Pengawasan Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah 

seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah- 
, 

Iangkah : kerja, perencanaan, persiapan dan .pelaksanaan 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Perangkat 
Daerah dalam kerangka Ne?a,ra Kesatuan Republik 

I 

Pembinaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah · adalah 
I I I 

usaha, tindakan, 'ctan kegiatan yang .ditujukan untuk 
I I ' ' 

tradisi.onal yang diakui dan · dihormati dalam , sistem 
' I 

Perangkat Negara Kesa tu ah Repu blik Indonesia; 
. ~ ' I , ' 

Pemenn tah Desa adalah Sangadi a tau yang dise but dengan 
I . 

I 
nama lain dibantu perangkat Desa : sebagai unsur 
penyelenggara Perangkat Desa; 

t I 

10. 

, .nama lain, 
masyarakat 
berwenang 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
hukum yang memiliki batas wilayah yang 

I 

untuk I mengatur' dan mengurus , urusan 
I I 

I ' perangkat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
I 

I prakarsa · masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak 

dan Kernasyarakatan di wilayah Kecamatan, 
I I - 

9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang dise but dengan 

6. 

I 

Bolaang Mongondow . . 
I Inspektorat adalah Inspektorat: Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow. 
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang 

. I 
Mongqndow, 

' 
8. Cama~ adalah Perangkat Daerah · sebagai fungsi koordinator 

pelaksanaan seluruh tugas Pemerintahan, Pembangunan . . 

3. 

4. 

5. 

' Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan di 
I I 
I I I d~fah. I I 

' I 
I I . I 

Bupati adalah Bupati Bo'laang Mongondow. 
I I . 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow. · 
. . 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

· pemerintah daerah yang bcrtariggungjawab kepada Kepala 
• 

pad a 

I ' . I . 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

I I . 

2. Perangkat Daerah adalah organisasi a tau lem baga 

,, 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 f I 

BAB I 

I If t 

. ' 



I I 

I ' . I 

. i. 

kurangnya memiiiki Saran/'rekomendasi sebagaimana yang 
1 I I ,, I ' 

tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan (~HP}; 
• t I I I 

Saran .atau Rekomendasi adalah , temuan hasil pengawasan 
' . I ., I 

APIP yang wajib dilaksanakan ol~J;l. auditi. guna perbaikan, 
I 

koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan 
pelanggaran sebagaimana dituangkan di: dalam Laporan 
Hasil Pengawasan (hHP); 

19. 

I 

yang: sekurang- 

' . 
instansi perangkat daerah yang diperiksa; 

• I : 

18. Temuan, · .adalah fakta kejadian bukti 
I • 

• • 

, , t I 

16. Entitas, adalah istilah yang rnendefinisikan batasan instansi . ' 

atau unit kerja yang diperiksa/ dilakukan pengawasan atas 
pelaksanaan · program kegiatan anggaran terten tu pada 
periode tertentu; 

17. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP, . . 
adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan 
berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan 
saran/ rekomendasi yang bersifat . formal, lengkap, dan final 

' I I t 

, setelah ditanggapi secara Iisarr/tulisan oleh Pimpinan Unit 

. I I 

Negara yang diperiksa/riilakukan pengawasan oleh BPK dan 
I • . 

atau A;F>IP Pusat/Daerah; 

' 
1 penyelesaian suatu pekerjaa.,i tersebut sudah sesuai dengan 

I 

tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan 
f • I f 

peraturan perundang-undangan yapg berlaku.. 
I . 

13. Pelaporan merupakan' bentuk penyampaian informasi 
tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) 
atau kepada instansi lain: yang mempunyai garis 

! 
kepentirigan interaktif dengan .instansi pembuat laporan; 

' 1 • 

14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang 
r' 1 I 

selanju tnya dising~8it APlP . Daerah . adalah Inspektorat 
I I. 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; 
15. Auditi, adalah lnstansi Perangkat daerah atau Pejabat 

12. 

I 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
, ,· I 

Pengawasan Penyelenggaraan' Perangkat Daerah. adalah 
I 

seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa Iangkah- 
. I 

langkah kerja, perencanaan., persiapan dan pelaksanaan 
I • 

kegiatan untuk · meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan 

I 

kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan 
I : 

, penyelesaian suatu peferjaan tersebut sudah sesuai dengan 
tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan . 



• 

dilaksanakan berdasarkan prinsip : 
I ' I 

a. prof esional; 
b. independen 
c. objektif.. 

' I 

d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan ; . . . 
e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. 

(3) Pengawasan diiaksanakan sejak tahap perencanaan, 
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, 
evaluasi, ' 'ctan pertanggungjawaban penyelenggaraan 
Perangkat Daerah; , , 

(4) Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah 
meliputi: • 

I 

(1) Pengawasan . Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang 
I I • • 

dilaksanakan bleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang 
dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan 
perangkat yang menjadi -kewenangan daerah sesuai fungsi 

' dan kewenangannya .senta sesuai dengan keten tuan 
, I : 

peraturan Pyrundang-uIJlpangan. 
I ' 

Pengawasan 'Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang . ' . 
dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(2) 

Pasal 2·. 
, , 

BAB II 
Ruang Lingkup pelaksanaan pengawasan 

' 

I 

23. Unit Pemantau adalah sebutan bagi unit kerja di lin.gkungan 
I I I 

lnstansi API,P yang dalam sistem pemantauan TLHP ditugasi 
t t I I 

dan bertindak mengoordi,nasikan, 'memantau, dan 
melaporkan pelaksanaan TLHP; 

QO. Kasus adalah temuan atau .bagian temuan pengawasan yang 
I \ 

berindikasi adanya tindak pidana korupsi; 
21'. Tindak Lanjut Hasil · Pengawasan yang selanjutnya disingkat 

dengan TLHP adalah 1Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
I I 

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; 
I 

22. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil 
pengawasan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
secara sisternatis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa . ' 

, .Pejabat telah ~elaksan~an reloomendasi hasil pemeriks~ 
dalam tenggangwaktuiyang telah ditentukan; · 



t 
/ 

I 

keuangan desa. 

(2) Perigawasan yang Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 
I , 

sebagaimana dimaksud pada ayat' ( 1) melip,uti:, 
I 

a .. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; 
b. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan 

I 

kabupaten/ daerah 
. . 

ayat (5) huruf (d) 

Pasal 3 
I 

Pengawasan oleh ,1iih~pektorat 
• I I 

sebagaimana, dimaksud lpada 'Pasal (2) 
' I 

dilaksanakan untuk rnenjaga' . akuntabil~tas · pengelolaan 

(1) 

nepotisme; 
1' 

e. Monitoring' dan evaluasi terhadap program 'dan kegiatan 
Perangkat Daerah. 

' I • 
I I . 

f. Pengawasan terhadap Perigelolaan Keuangan Desa. 

I 
I 

c. Reviu terhadap dokumen' atau laporah secara berkala 
I 

atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah; 
d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya 

I 

indikasi terjadinya penyirnpangan, korupsi, kolusi, dan 
' 

Pengawasan terpadu; 

d. Akuntabilitas pengelolaan keuangari daerah yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

I 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

' dilaksana.kan berdasarkan prinsip sebagaimaria dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 

. I . I : 

a. Pengawasan dan per1ilaian atas manfaat dan keberhasilan: 
kebijakan serta pelaksanaan program ,ctF kegic}t~; 

b. Pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun 
' I ' 

(5) 

kewenangan daerah; ' 
' I 

b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

' I 

c. Kefaatan terhadap ketentuan peraturan perundang 
I ' I 

undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, 
standar, prosedur, dan' kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, 
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaarr, pelaporan, 

I 
. evaluasi, dan pertanggungjawaban ~tas pelaksanaan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; 
dan I 

I I 

I · a. Pelak~ana?n unusan perangkat daerah yang' menjadi 

I I 



I ' 

ditandatangani oleh Pejabat yang bertanggungjawab sesuai 

.peraturan yang berlaku; ., 
I 

(4) Tindak lanjut hasil .pengawasan dinyatakan sah atau selesai, 
I I 

apabila telah dilakukan klarifikasi tiridak lanjut antara ' . Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan Tim 

Auditor Inspektorat Da'erah Kabupaten Bolaang Mongondow; 
I : I 

(5) Penetapan status pelaksanaan TtHP telah selesai dinyatakan 

dalam Serita Acara Penyelesaian' TLHP; 
I t . /. 

(6) Klarifikasi data TLHP daP,}l~ dilakukan secara berkala melalui 
I 

'. I.~ I', I 

I 

(2) Bukti pelaksanaan TLHP disampaikan ' kepada Inspektorat 
' t' I 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu paling 
I 

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan LHP; 

(3) Bukti pelaksanaan TUHP dibuat secara tertulis dan 

(3) . Dokurnentasi kesepakatan berisi kesanggupan waktu 
I I I 

pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang 
I I 

diberikan auditor. 1 
' 

Pasal 5 

(1) Audit yang bertanggung jawab melakukan tindak .lanjut 
berkewa~iban inelaksanakan saran Zrekomendasi hasil 
pengawasan dan menyerahkan · data bukti pelaksanaan' 

I ' 

· tindak lanjut kepada In,spektorat Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow; 

I I 

tanda persetujuan atas kes~~akatan dan ketid~ ~epakatan 
terhadap temuan dan rekomendasi yank diberikan; 

I 

I 

I 

(2) Hasil dari pengomunikasian temuan didokumentasikan, 
I I : 

diberi tanggal, ditandatangani oleh auditordan audit sebagai 
I I 

I I 

' I 
Mekanisme dan prosedur pelaksanaan tindak lanjut atas hasil 

I I I 

pengawasan diuraikan, se bagai beriku t : 

( 1) Temuan hasil pengawasan .dikornunikasikan 
I 

dengan 

pimpinan audit, .sebelum dan/atau pada saat penyelesaian 
I 

audit (ji lapangan; 

'BAB III 

Standar Operasional Prosedur 

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah 

Kabu paten Bolftang Mongondow · 
I 

Pasal 4; 

ketentuan dengan sesuai lain tugas 
I 

peraturan peruridang undangan. 
, I , 

I 
c. Pelaksanaan 



i. 
., 

·' I r ' I 

I I 

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mendorong dan 
melakukan pemantauan pelaksanaah penyelesalan TLHP-APIP. 

I 

I I 
Pasal,7 

saran/rekomendasi yang dimuat 'dalam LHP-APIP. 
, · 1 . I 

t 

dengan. sesuai lanjut tindak rnelaksanakan 

(5) Pelaksanaan Penyelesaian TLHP-APIP pada Pemerintah Desa 
dilakukan oleh pejabat yang bertanggung . jawab 

Pejabat ya,ng bertan~ung jawab melaksanakan TLHP-APIP pada 
Oganisasi Perangkat Daerah, meliputi: 
( 1) Atasan Langsung · dan atau pejabat yang berwenang dan 

I I 

bertanggung jawab, apabila . saran /rekomendasi yang 
. ·dibe~kari merupakan tindakan administratif kepegawaian 

sesuai dengan 'saran rekomendasi yang dimuat dalam 
• I ! 

Laporan· Hasil, Audi ti LHP-APIP; 
I • 

I ' 

(2) Pejabat yang , -disebutkan secara khusus dalam 
I l I I I 

sararr/rekomendasi pengawasan, apabila saran rekomendasi 
menyangkut tindakan perbaikan administrasi pertgelolaan 

' I 

anggaran, kerugian keuangan negara/ daerah dan kinerja; 
I ' I . • 

(3) Pejabat lain yang berkompeten dal~ kegiatan yang 

I diperiksa, apabila saran/rekomendasipy~ merupakan 
tindakan yang substansinya harus dilaksahakan atau 
dipenuhi oleh pejabat instartsi lain Yiang berwenang atau 

I 
pihak instansi di luar instansi Perangkat daerah; . . . 

, (4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang rnenyangkut Pihak 
Ketiga dalam penyelesaiannya I menjadi · tanggung jawab 

I 

Perangkat Daerah terkait; 
I 

Pasa1·6 

I 

f 

l' 
1• 1 I 

forum Rapat Pemu takhirart Data TLHP; 
I I . 

(7) Hasil Rapat , ~emu takhiran , Data TLHP-APIP dituangkan 
dalam bentuk Berita Acara Pernutakhiran Data TLHP. yang 

• I I 

ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Perangkat Daerah 
I 

yang ~iperiksa dan Pejabat AP(P yang berkompeten. 



,· 
I I 

i, I .· 

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang· 
I ' 

Pasal 10 

(2) 
penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan; 

' I I I I 

Reorg¥isasi in~ransi/~nit kerja I baik berupa pembubaran, 
penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga 

I ' 

instansi auditi semula berubah nama ataulbentuk dari yang 
'disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak 
lanjutnya diserahka'.n kepada Instansi/uriit kerja baru yang 

. I . I I 
mengemban pelaksanaan tugas pokok' dan fungsi lnstansi 

. Perangkat lama; 
I 

(3) Mekanisme administrasi1. pelimpahan dari masing-masing 
I • 

auditi mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam 
I 

ketentuan yang berlaku. 

. I 

Pasal9 
Pelimpahan Pelaksanaan ,TLH.P-APIP kepada pihak· lain, 
dilakukan apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: . - 
(1) Temuan .berindika~i, tindak · pidana korupsi yang menurut 

' peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat 
I • 

I 

penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya 
. ' I I 

diserahkan kepada aparat. penegak hukum '{Kepolisian, 
• I I I Kejaksaan., atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, 

I ' 11 

BAB IV I 

Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan, Jenis Tindak Lanjut 
' I 

I dan Status Tindak Lanjut 

permasalahan. 

logis 
tel ah 

( 1) 
Pasal 8 

I 
I 

Temuan hasil ·pengawasan Jang sulit dah/ arau tidak dapat 
I I I 

ditindaklanjuti dan r1emilik! sebab~sebab yang 
berdasarkan evaluasi kasus: dan kondisi, atau 

I ' ' 

diupayakan pelaksanaan · TLJ:IP-APIP oleh auditi, dapat 
dihapuskan dari temuan .hasil ~engawasan; 

(2) Tata cara Pengha]?usan temuan yang terse but pada ayat ( 1), 
I 

harus melalui mekanisjne 1 yang diatur dengan melibatkan 
I I 

tim evaluasf dan mernbuat.'berita acara yang ditandatangani 
Pimpinan audit1 yang. berwenang, pejabat pengawas (APIP), 

' t I ' 

pejabat teknis yq.ng berkornpeten sesuai dengan substansi 



I' 

I ' 
I . I 

Mengadakan rapat pemutakhiran data TLfiP secara berkala 
' I 

dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan 
I 

tindak lanjut; 

( 1) 

I , 1 • 
Pernantauan TLHP oleh APlP dapat dilaksanakan dengan cara: 

' 

'' Pasal 12 

yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan 
I 

saran/rekomendasi 1yang timbul karena berbagai . sebab, 
I 

I ' sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai 
I I I I 

dengan saran Zrekomendasi audit. 

• 

Pasal 11 

Penetapan status tindak lanju t ~ikelompokkan berdasarkan 
perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut: 

1, 

( 1) Selesai, apabila seluruh 'sararr/rekomendasi yang dimuat 
I f ' • 

dalam LHP I tel<t-11 dilaksanakan dan ctinilai sesuai dengan 
' f I 

saran/rekomendasi dan disetujui oleh · Aparat Pengawas 
I ' 

Intern/Tim Auditor berwenang sesuai. peraturan yang 
I berlaku: 

(2) ba1am' · roses, apabila seluruh -, atau · sebagian 
I 

sararr/rekomendasi di dalam ·. LHP yang dilaksanakan 
dan/atau bukti tindak lanjut.yang disampaikan oleh pejabat 

I 
yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat 

. I • • . I • • 

persetujuan dari . Aparat I Pengawas Intern/Tim Auditor 
berwenang sesuai peratura.ri yang berlaku; 

(3) Bel um Ditindaklanju ti.apabila seluruh saran/ rekomendasi 
yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan .oleh auditi; 

(4) Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi 
I ' 

' I ' I ' 

Jepis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk pada ayat 
I t ' . 

• f . 
( 1) sampai dengan ayat t5). 

(6) 

Intern 

' Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS; 
I 

I 

Perbaikan dalam penerapan Sistern Pengendalian 
I 

1 ,I Pemerin tah; , 

(4) 

(5) 

t di~uat; dalam Sarany rekomendasi yang diberikan APlP adalah: 
(1) Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMN/BUMD atau 

entitas milik Negara/Daerah lainnya; · , 
1 

(2) Penyerahan-Barang dan Jasa kepada Negara /Daerah; 

(3) Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain 
I . I 

yang berwenang dan bertanggung jawab; 1 



, , 

I r 

(2) 

: t. 

Pasal.Lt · 
I 

Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk 
I , 

melaksanakan TLH.P-APIP dalam batas waktu sebagaimana 
• I ' 

yang diatur dalam Pasal .:(5) ayat (2) dikenakan sanksi 
administratif sesuai dengan keten tuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku di bidang ~epegawaic:-n; 
Pimpinan Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang 

I • 

tidak melaksanakan kewajiban meniridaklanjuti 
I 

sararr/rekomendasi .dalam LHfi dikenakan sanksi sesuai 
I I 

I ' , 

dengan ketenluan I peraturan perundang-undangan yang 

( 1) 

BABV .' 
Sanksi ' 

I 
Pasal 13 

' ' 
APIP bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan 

,, 'I I 

melaporkan perkembangan T~HP yang dilimpahkan kepada 
I I. I t 

instansi lain atau 11 pihak ketiga:. sepanjang bukan karena 
pengalihan tugas pokok dan fungsi. 

' sararr/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti setelah 
I I 

. I 
satu bulan penyampaian surat peringatan pertama; 

c.: Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti satu bulan 
I 

, setelah surat · peringatan 1fedua Tim pemantau membuat 
' 

surat pernberitahuan kepada Bupati. . I 

' Mewajibkan ', Tim Auditor yang berwehang dalam .setiap . r 
. ' penugasan untuk memantau rLHP atas basil· pengawasan 
periode sebelujnnya. I 

(5) 

atas J kedua peringatan 
I 

,· 
surat' menerbitkan b. APIP 

I I 

(4) melalui mekanisme rapat dan/atau kunjungan; 
I 

Komunikasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yaitu melalui mekanisme pelaporan dan/atau teguran, 

I 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
I • 

t -a, 'APIP menerbitkan dab menyampaikan surat peringatan . I . 
pertama kepada pimpinan auditi atas saran/rekomendasi 

I yang belum ditindaklanjuti; , 1 

I 

Komunikasi lisan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) yaitu 
melaksanakan tindak lanju t; (3) 

untuk jaw ab bertanggung : 
I 

pejabat yang dengan 

I . I I ' 
. (2) Melakukan komunikasi lisan dan I komunikasi tertulis 



. I 

I . 

SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018·NOMOR 06 . . ' 

1 2018 

I 
1 f 

I I ,, 
I 
I 

I I. 
' 

I 
I 

EPREDJO MOKOAGOW 

,· 
I ' 

;~::~==~tlak o: - . 201{;i 
· SUPATI LAANG MONGONDOW, / · 

r' I 

··~ 

/ 

I I 

I I 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap drang mengetahuinya, memeri~tahkan pengundangan 
~ Per~~u1an Bupati _ini dengan penernpatannya dalam Serita 

Daerah Kabupaten Bolaang' Mongondow 

SABVI 

KETEN'PUAN PEN\JTUP 
I 

It . ' 

I , 
I . I undangan yang berlaku. 

(3) Sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan; , 
. I 

,(4) Pejabat Instansi Iainnya Zpihak ketiga yang tidak melakukan 
I ' I . I 

kewajiban untuk melaksanakan TLHP-APIP dalam batas 
I 

waktu sebagaimana yang ,diatur dalam Pasal (5) ayat (2), 
I I 

dikenal{~ sanksi sesuai dengan peraturan perundang- . . 

berlaku, dan' dapat dija~ikan salah satu dasar penilaian 

. ' . 
. . 

(DP3); 

' . 



·~ 

) 
'I 

' 1 I 
11 1 I 

I 
I 

I I. 

f I I . 

Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah: 
Standar Audit Terkait 

• I 
Pemantauan tindak lanjut audit diartikan se'bagai suatu :tindakan untuk 

. I 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak' lanjut atau perbaikan, yang 
dilakukan ·oJeh pimpinan auditi, atas rekornendasi. .auditor berdasarkan 

I I . 

temuan audit yang dilaporkan, termasuk ternuan-temuan yang berkaitan yang 
I 

diperoleh oleh auditor, ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme 
I I · • . 

penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. ' . 

sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai. 

dimaksudkan agar auditi mengetahui kelernahan yang : ada di dalam 
I 

organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang· telah disampaikan 
I 

melalui laporan tersebut. Pemantauan tindak · lanjut hasil audit harus 
dilakukan agar auditi memaharni dan memperb~iki kelernahan dan kesalahan 
yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja •organisasinya. Selain itu, 

' l I t , · . I 
APIP harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk 
memastikan bahwa semua rekomendasi sudah , dilaksana.kan dengan tepat, 

I I I • 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang' I I · 

I 
Setelah pelaksanaan audit diselesaikan dan laporan hasil aµdit diterbitkan, 
APIP harus menyampaikan laporan tersebut kepada Atasan/fimpinan Auditi 
dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak ,yang terkait. Hal ini 

• I 

• I 

PEDOMAN PENGEN)}ALIAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN 
I • I • 

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT 

• I 
MONGONDOW 

BOLAANG ,KABUPAl'EN 
I 

I 

DAE RAH 

I • • 

HASIL PENGAWASA~ INSPEKTORAT DAERAH 
I 

I TERHADAP PENGELOLAAN K,EUA'NGAN 

PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT 

LAMP IRAN 

PERATURAN BUPArI BOLA.ANG MONGONDOW 

fiOMOR 06. 2018 
I 

QPERASIONAL · STANI;>AR TENT ANG 



I I 

• I 

,I 
I 

. I 
Di sisi lain, APIP berkewajiban untuk mernantau pelaksanaan tindak lanjut 
basil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini dinyatakan 

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TIND4"K LANJUT 

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan auditi. 
t I .' 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang · 
I 

, "Ststei:p Bengendalian: Intern Pemerintah", yang menyatakan bahwa "pimpinan 
. . I 

instansi pemerintah wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil , 
audit dan reviu lainnya". Pelaksanaan tindak lanjut tersebut merupakan 

' . ,· 
bagian kegiatan pemantauan sistern pengendalian intern yang:ada. 

' ' I 

I 

c. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut I 

I 

a. Pendahuluan 
b. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut 

Sistematika Pedohian 

Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan .urutan serta isi 
I . I I I 

dari rnasing-masing subbab sebagai berikut: 

I I atas rekomendasi auditor. 

• I I I 

Sedangkan tujuan pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pernantauan 
I I 

tindak lanju t adalah agar auditi mernahami dan mernperbaiki kesalahan yang 
I 1 -,r 

terjadi sehingga kinerja auditi dapat dicapai secara maksimal. Keefektifan hasil 
• ' I I I 

audit dapat dinilai antara lain dari tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi 
l I ,, I 

• 

rekomendasi. 
• Auditor harus melaporkan, status temuan beserta rekomendasi hasil audit 

' I 

sebelumnya yang belulm dilakukan tindak lanjut. 
Maksu~ dan Tujuan 

I • t • 

Pedoman .pengendalian · mutu pelaksanaan .pemantauan tindak lanjut ini 
dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi 'APIP dalam memantau dan 
mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit atas temuan dan 
rekomendasi yang diberikan agar ,t~muan dan 'rekomendasi yang telah 
dihasilkan oleh auditor menjadi bermanfaat bagi auditi . 

I I 

• Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan dan 
I I 

rekomendasi berada pada auditi. 

I , 
• Auditor harus mengornunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab . . . 

untuk menyelesaikan 'atau melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan 

I I. 

' 1 
r , 

r• I I 
I 
I 



,· 
I 

I I 

' I ' 

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut agar semua rekomendasi 
I I 

atas temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas dan tepat 
sebagai beriku t. 

.. 
I• 

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 

I 

' I 
Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus melaksanakan tindak 

I I : 

lanjut eecepat '·mungkin dan APIP harus terus memantau tindak' lanjut yang 
I 

I I t • 

dilaksanakan' oleh auditi tersebut karena damp8:k,dari temu.an 'terseb~t,sangat 
·' ' I I besar. , 

I I 

Pelaksanaan tindak· lanjut merupakan kewajiban inanajemen auditi. sedang 
' I I 

pemantauan atas pelaksanaan t~rsebut menjadi tanggung jawab APIP. Agar 
I I I I 

pemantauan tersebut bisa berjalan .idengan 'efektif, APIP harus membuat 
prosedur 'pemantauan pelaksanaan tindak lanjut . yang didasarkr,.r\ Pf1da 

I 

tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan risiko dan kerugian. 

Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas, auditor 
harus mempertimbangkan pelaksanaan prose'dur dengan sifat tindak lanjut 
yang sama yang dilakukan oleh auditi yang lain. 

Pada setiap pelaksanaan' audit ulangan atas suatu auditi, auditor harus 
' ' I 

melihat 'apakah r~kome?dasi dari 'laporan hasi~ audit terdahulu telah 
ditindaklanju ti, APIP bertanggung jawab untuk memberitahukan langkah 
langkah yang harus ctil.kukan auditi 9:gar tindak lanjut hasil audit bisa 

I 

dilaksanakan dengan ef ektif dan tepat waktu. 
I ' I 

' 1 
1 

APIP harus memasukkan kegiatan pernantauan tindak lanjut dalam rencana 
, I I ' ' 

strategis maupun tahunan, clan kegiatari pernantauan 'tersebut sebaiknya 
I I ' 

ditugaskan kepada tim yang minirrial terdiri dari' satu pengendali teknis dan 
I ' 

satu ketua tim yang d.itunjuk oleh pimpinan APW secara triwulanan. 

dalam standar audit l~inerja yang menyatakan bahwa auditor harus memantau 
I , . ' . 

dan mendorong tindak lanjut atas ternuan beserta 'rekomendasi. Demikian 
I . 

juga dalam standar audit investigatif dinyatakan bahwa APIP harus mernantau . 
: I I ' I 

tindak l~ju t hasil audit investigatif yang dilimpahkan kepada aparat penegak 
hukum. 

,, 
I 

. ' 
' I , ' 

.. 



I' 

I ' 
I . I 

berikut: 

. 
10. Pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan 

I ., I I • I 

dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pimpinan auditi dan . tim 
I • I . 

pernantau tindak lanjut. 

Agar pelaksanaan ttindak lanjut efektif, perlu dilakukan teknik-teknik sebagai . . 

: I 
9. Tim pemantau tindak Ianiut melak~kan pemutakhiran tindak lanjut atas 

I • 

saldo temuan yang belum ditindaklanjuti, 'dan tindak lanjut yang masih 
11 I 

kurang. 

• • I I 

tidak juga dilakukan,, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan 
kepada pimpinan organisasi. 

7. .Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut 
belum dilakukan auditi, maka APIP menerbftkan surat peringatan kedua. 

8. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut · 

• I 

6. Apabila batas · waktu penyelesaian tindak .Ianjut terlampaui, APIP 
menerbitkan dan menyampaikan surat 'peringatan pertama kepada . . 
pimpinan auditi atas ,;rekomenda~i yang belum ditindaklanjuti dan atas 

I • 

tindak lanjut yang masih kurang, 

·- I ' lanjut". 

audit '?-PIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai clan sesuai, maka 
, I I 

pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai (tuntas), sudah 
I 

dilakukan tindak lanjjit tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak 

4. Untuk :tindal<: lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan · 
I • 

kepada pimpinan APIP termasuk risiko yang masih ada. Berdasarkan 
. I 

laporan tersebut, pimpinan APIP menyam?aikq.rt surat kepada auditi untuk 
I . 

melakukan tindakan tambahan sehingga.tindak lanjut menjadi lengkap dan 
1• I I 

efektif. , : 
I I I. ' ' 

5. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan 
I 

' I • 2. Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan APIP 
. I 

tetsebut kepada tim pemantau tindak lanjut. ; 
3. Tim pemantau tindak lanjut me\ak~kan. verifikasi atas lapcran tindak lanjut 

yang telah dilakukan oleh auditi. Bila dianggap perlu tirn pemantau dapat 
. f • 

melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi. . . 

I ' 

temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut. Formulir penyampaian 
' ' ,. 

temuan dan rencana peman'tauan tindak lanjut tersebut kernudian 
' • I 

diserahkan ke unit yang melaksanakan f ung,si 'pelaporan l1-n tuk diinpu t ke 
I dalam daftar temuan APIP. 

I 
1. Berdasarkan laporan hasil audit, ketua tim membuat formulir penyampaian , 

. I 


